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ABSTRAK :  - bahwa untuk lebih membuka akses pasar produk Indonesia di India, perlu melakukan 
penyesuaian terhadap tarif bea masuk produk Gula Kristal Mentah/Gula Kasar (Raw Sugar) dari 
India dalam kerangka kerjasama ekonomi menyeluruh antara Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia 
Tenggara dan Republik India, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang 
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.010/2017 tentang Penetapan Tarif 
Bea Masuk dalam rangka ASEAN-India Free Trade Area; 

    - Dasar Hukum Peraturan ini adalah: 

      UU No. 10 Tahun 1995 (LN Tahun 1995 No. 75, TLN No. 3612) sebagaimana telah diubah 
dengan UU No. 17 Tahun 2006 (LN Tahun 2006 No. 93, TLN No. 4661); Permenkeu RI No. 
27/PMK.010/2017 (BN Tahun 2017 No. 343); 

    - Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur: 

      Perubahan tarif bea masuk produk Gula Kristal Mentah/Gula Kasar (Raw Sugar) dengan pos tarif 
1701.13.00 dan 1701.14.00 yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan 
Nomor 27/PMK.010/2017 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam rangka ASEAN-India Free 
Trade Area, sehingga menjadi tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini 

CATATAN : - 
Pengenaan bea masuk atas barang impor berdasarkan tarif bea masuk sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal I, berlaku atas impor barang yang dokumen pemberitahuan pabean impornya telah 
mendapatkan nomor dan tanggal pendaftaran dari Kantor Pabean pelabuhan pemasukan 
terhitung sejak tanggal berlakunya Peraturan Menteri ini. 

  - Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal 
diundangkan. 

  - Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 21 Juni 2019 dan diundangkan pada tanggal                    
24 Juni 2019. 

  - Lampiran halaman 5.  

 


